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ABSTRAK 

Penyerahan barang sebagai jaminan utang, dibuat pula akta PPJB, Kuasa Menjual 

dan Akta Pengosongan tanah dan bangunan. Permasalahan yang dibahas apa 

Kedudukan hukum akta Ikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan pengosongan 

lahan yang dibuat oleh Notaris untuk melindungi kreditur dalam perjajian pinjam 

meminjam dan apa bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh notaris atas 

pembuatan Akta Ikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pengosongan 

Lahan untuk melindungi kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam. Penelitian 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep 

diperoleh suatu kesimpulan: Kedudukan hukum akta Ikatan jual beli, akta kuasa 

menjual, dan pengosongan lahan yang dibuat oleh Notaris untuk melindungi 

kreditur dalam perjajian pinjam meminjam, dapat dijelaskan bahwa, kedudukan 

akta tersebut sebagai tambahan dari perjanjian pinjam meminjam yang dibuat 

dalam bentuk akta di bawah tangan. Pada perjanjian pinjam meminjam, 

penyerahan barang bagi kreditur sebagai penyerahan berdasarkan kekuasaan 

adalah sebagai jaminan dari kemungkinan debitur ingkar janji atau wanprestasi 

dengan kuasa untuk menjual dan harga barang tersebut digunakan untuk melunasi 

utang dan jika masih tersisa dikembalikan kepada pemilik barang atau debitur. 

Penyerahan barang bukan untuk dimiliki, sehingga apabila dibuat perjanjian 

pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dimaksudkan agar kreditur bisa 

memiliki barang tersebut adalah batal demi hukum dalam arti tidak mengikat.  

Notaris yang membuat akta PPJB No. 07 tahun 2017, Kuasa Menjual No. 08 tahun 

2017 dan Pengosongan Lahan No. 09 tahun 2017, dimaksudkan untuk memiliki 

barang jaminan ketika debitur wanprestasi, adalah tidak berlandaskan hukum 

dapat dijelaskan bahwa: Notaris dalam menjalankan jabatannya melanggar 

ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, bahwa notaris dalam menjalankan 

jabatannya, tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, 

berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum. Tindakan tersebut menurut Pasal 84 UUJN, pihak yang dirugikan dapat 

menggugat ganti rugi sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata atas dasar perbuatan 

melanggar hukum, menurut ketentuan Pasal 85 UUJN dapat dikenakan sanksi 

administrasi berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; 

pemberhentian dengan hormat; atau   pemberhentian dengan tidak hormat. 

Melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dengan sanksi 

sebagaimana Pasal 6 Kode Etik Notaris. 

Kata Kunci: Obyek Jaminan, Ikatan Jual Beli, Kuasa Menjual 
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ABSTRACT 

Handing over the goods as collateral for debt, PPJB deed, Authorization to Sell 

and Deed of Land and Building Vacant were also drawn up. The issues discussed 

are what is the legal position of the deed of sale and purchase agreement, deed of 

power of attorney to sell, and clearing land made by a Notary to protect creditors 

in a loan and borrowing agreement and what forms of violation were committed by 

the notary for making the Deed of Sale and Purchase Agreement, Deed of Power of 

Attorney to Sell and Deed Land clearing to protect creditors in lending and 

borrowing agreements. Research using a statutory approach and a concept 

approach obtained a conclusion: The legal position of the sale and purchase 

agreement deed, deed of power of attorney to sell, and clearing of land made by a 

Notary to protect creditors in a lending and borrowing agreement, it can be 

explained that, the position of the deed is in addition to loan agreement made in the 

form of private deed. In the lending and borrowing agreement, the delivery of goods 

to the creditor as a delivery based on power is a guarantee from the possibility that 

the debtor breaks a promise or defaults with the power to sell and the price of the 

goods is used to pay off the debt and if there is any remaining, it is returned to the 

owner of the goods or the debtor. The delivery of goods is not to be owned, so if a 

binding sale and purchase agreement is made with the power of attorney to sell, it 

is intended that the creditor can own the goods which is null and void in the sense 

that it is not binding. The notary who made PPJB deed No. 07 of 2017, Selling 

Authorization No. 08 of 2017 and Land Clearing No. 09 of 2017, intended to have 

collateral when the debtor defaults, is not based on law, it can be explained that: 

The notary in carrying out his position violates the provisions of Article 16 

paragraph (1) letter a UUJN, that the notary in carrying out his position, does not 

act in a trustworthy, dishonest manner, inaccurate, not independent, impartial, and 

does not protect the interests of the parties involved in legal actions. According to 

Article 84 UUJN, the aggrieved party can sue for compensation as referred to in 

Article 1365 of the Civil Code on the basis of an unlawful act, according to the 

provisions of Article 85 UUJN can be subject to administrative sanctions in the 

form of a verbal warning; written warning; temporary stop; honorable discharge; 

or dishonorable discharge. Violating the provisions of Article 3 point 4 of the 

Notary's Code of Ethics with sanctions as in Article 6 of the Notary's Code of Ethics. 

Keywords: Collateral Object, Sale Purchase Agreement, Selling Authorization 
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RINGKASAN 

Hubungan hukum maksudnya adalah “hubungan antara dua subjek hukum 

atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak 

dan kewajiban dipihak yang lain”,1 khususnya hukum keperdataan atau 

hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek hukum yang satu dengan 

subjek hukum lainnya, malah “mengatur” pula hubungan antara 

subjek hukum dengan objek hukum.2 Hubungan antar subjek hukum dalam hukum 

perdata mengacu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disingkat KUH Perdata) tentang Perikatan. 

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya sebagaimana 

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, harus bertindak netral, tidak memihak kepada salah 

satu pihak, amanah, jujur, saksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum pembuatan akta autentik dihadapan notaris 

tersebut.3 Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak berpihak, maksudnya bahwa 

notaris tersebut dalam pembuatan akta autentik tidak diperbolehkan membuat suatu 

perbuatan hukum yang lebih condong kepada salah satu pihak sehingga dapat 

merugikan kepentingan hukum dari pihak lain.4 

                                                
1 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 269 
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta,  2009,  

h. 253-254. 
3 Fikri Ariesta Rahman, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak 

Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas 

Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, h. 33. 
4 Ibid., h. 48. 
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Kenyataan yang terjadi notaris membuat tiga akta untuk satu obyek yakni 

bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan utang, yang berakhir sengketa di 

pengadilan sebagaimana kasus sebagai berikut: 

EM Notaris pada tanggal 17 Juni 2017 menghubungi YS mengatakan bahwa 

ada seorang bernama YOS yang ingin meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah), dengan menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No 

10751/Wedomartani, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juni 2008 

dengan No. 07812/2008 seluas 214 m2 (dua ratus empat belas meter persegi) yang 

terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta atas nama YOS, diserahkannya sertipikat sebagai jaminan 

tersebut, oleh YS tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai agunan pinjaman, 

sehingga tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut jika YOS ingkar janji atau 

wanprestasi. 

Di dalam perjanjian disepakati pinjaman akan dikembalikan dalam jangka 

waktu 1 (bulan) dengan kompensasi bagi hasil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas 

juta rupiah) per bulan dan apabila tidak dibayarkan dalam waktu 1 (bulan), YOS 

akan mengosongkan rumah. YS meminta kepastian pengembalian dana talangan 

tersebut kepada EM Notaris dan semua kondisi dan isi perjanjian, EM Notaris 

membuat akta Ikatan Jual Beli No. 07 tahun 2017 juga ditegaskan sebagai tanda 

bukti (kwitansi) pembayaran yang sah, bila YOS tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai yang diperjanjikan. Dibuat pula Kuasa Menjual No. 08 tahun 2017 dan 

Pengosongan Lahan No. 09 tahun 2017. 
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Apabila YOS tidak bisa membayar hutangnya setelah jatuh tempo kepada YS 

maka telah di sepakati bersama Ikatan Jual Beli akan di tindak lanjutkan menjadi 

Akta Jual Beli serta YOS bersedia dengan suka rela mengosongkan tanah beserta 

bangunannya untuk diserahkan dan/atau dilakukan Akta Jual Beli.  

Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No.07 yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 

Juli 2017, YOS tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan pinjaman 

berikut kompensasi. Atas pelaksanaaan Ikatan Jual Beli No. 07, sebagai bukti YOS 

telah sepakat dan dengan kesadarannya sendiri telah menyerahkan sertifikat tanah 

Hak Milik No 10751/ Wedomartani, seluas 214 m2 atas nama Doktorandus 

Yohanes Sugiharto kepada YS. Berdasarkan Akta Pengosongan Lahan No. 09, 

apabila YOS diwajibkan mengosongkan tanah/rumah selambat-lambatnya pada 

hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017. YS telah melakukan penagihan baik secara lisan 

dan tertulis bahkan telah melakukan Somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Somasi 1 

(pertama) pada tanggal 31 Mei 2018, Somasi 2 (kedua) pada tanggal 07 Juni 2018, 

Hingga gugatan didaftarkan, YOS tidak juga menunjukkan itikad baik. 

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian pinjam 

meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 dengan menyerahkan sertifikat tanah 

Hak Milik No 10751/Wedomartani atas nama Yohanes Sugiharto, yang bertindak 

sebagai perantara pinjam meminjam adalah ES selaku Notaris. Atas kehendak 

penghadap, Notaris membuat tiga akta yaitu Ikatan Jual Beli No. 07, Kuasa Menjual 

No. 08 dan Pengosongan Lahan No. 09. Notaris mengetahui adanya perjanjian 

semu, seharusnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang memberikan 

penyuluhan hukum dan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak amanah, jujur 
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dan berpihak. Hal ini nampak adanya suatu kekaburan antara sepakat mengikat, 

dibuatnya perjanjian semu atau pura-pura dan akta dibuat di hadapan notaris. 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menarik untuk 

dibahas dalam skripsi dengan membahas permasalahan: 

1. Apa kedudukan hukum akta Ikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta 

Pengosongan Lahan yang dibuat oleh notaris untuk melindungi kreditur 

dalam perjanjian pinjam meminjam ? 

2. Apa bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh notaris atas pembuatan Akta 

Ikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pengosongan Lahan untuk 

melindungi kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam ? 

Kedudukan hukum akta Ikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan 

pengosongan lahan yang dibuat oleh Notaris untuk melindungi kreditur dalam 

perjajian pinjam meminjam, dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian pinjam 

meminjam kreditur dalam hal ini YS untuk mengurangi risiko dari kemungkinan 

debitur dalam hal ini YOS tidak mampu mengembalikan pinjamannya, meminta 

agar menyerahkan jaminan berupa tanah sertifikat tanah Hak Milik No. 

10751/Wedomartani sebagai jaminan utang, namun tidak didaftarkan di Kantor 

Pertanahan, sehingga YS tidak dapat mengeksekusi dengan kekuasaan sendiri 

ketika YOS wanprestasi. Bidang tanah sertifikat tanah Hak Milik No 

10751/Wedomartani selain dijadikan jaminan, oleh YS dijadikan obyek Ikatan Jual 

Beli No. 07 tahun 2017 dan dibuatkan pula akta Kuasa Menjual No. 08 tahun 2017 

dan Pengosongan Lahan No. 09 tahun 2017 di hadapan EM Notaris. Bidang tanah 

selain dijadikan obyek jaminan dan sekaligus dijadikan obyek jual beli dengan 
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dibuatkan akta PPJB, kuasa menjual dan akta pengosongan jika Yos wanprestasi 

semata-mata untuk memiliki bidang tanah tersebut, maka berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993, dan 

putusan Mahkamah Agung No. 997 K/Pdt/2014 menyatakan: Barang jaminan harus 

dijual lelang dan hasilnya dipakai untuk membayar hutang. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 2877/K/ Pdt/1996, yang pada intinya menyatakan bahwa 

jual beli tanah yang berasal dari hubungan utang piutang (kreditor sebagai pembeli 

karena debitor tidak mampu membayar utangnya), maka jual beli tersebut batal 

demi hukum. Kemudian, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 732K/Pdt/2012, 

tanggal 27 Desember 2012, pemilikan obyek jaminan pinjam meminjam jika 

debitur wanprestasi adalah batal demi hukum. 

Bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh notaris atas pembuatan Akta Ikatan 

Jual Beli, Akta Kuasa menjual dan Akta Pengosongan Lahan untuk melindungi 

kreditur dalam persetujuan pinjam meminjam, dapat dijelaskan bahwa notaris yang 

membuat akta PPJB No. 07 tahun 2017, Kuasa Menjual No. 08 tahun 2017 dan 

Pengosongan Lahan No. 09 tahun 2017, dimaksudkan untuk memiliki barang 

jaminan ketika debitur wanprestasi, adalah tidak berlandaskan hukum dapat 

dijelaskan bahwa: Notaris dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan 

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, 

tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak, dan 

tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tindakan 

tersebut menurut Pasal 84 UUJN, pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi 

sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum, 



xxxv 

 

menurut ketentuan Pasal 85 UUJN dapat dikenakan sanksi administrasi berupa 

teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan 

hormat; atau   pemberhentian dengan tidak hormat. Melanggar ketentuan Pasal 3 

angka 4 Kode Etik Notaris dengan sanksi sebagaimana Pasal 6 Kode Etik Notaris. 
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